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Abstract: This research aims to analyze the insurance of buildings as state assets, to identify
problems in its insurance, and to recommend policy as an attempt to increase the effectiveness
of insurance of buildings as state assets in the Ministry of Law and Human Rights. The research
utilizes qualitative descriptive analysis methods via a case study approach. Interview was
conducted to the Ministry of Law and Human Rights and three other ministries/institutions as
comparison. Furthermore, interview also conducted to the Directorate General of State Assets
as the focal points for policy on insurance of buildings as state assets and to the PT Asuransi
Jasa Indonesia as one of the company from State Assets Building Insurance Consortium. The
research shows that the insurance of buildings as state assets by the Ministry of Law and
Human Rights is in-line with the Minister of Finance Regulation No. 97/PMK.06/2019 on State
Assets Insurance. With such a large scale of work units, it causes the Ministry of Law and
Human Rights to not insure all its work units’ buildings yet.

Keyword: Building, Insurance Of State Assets, Ministry Of Law And Human Rights.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengasuransian atas Barang Milik Negara-
Gedung Bangunan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan memberikan
rekomendasi kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pengasuransian
atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga lain sebagai pembanding. Selain itu, wawancara
juga dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengampu kebijakan
asuransi Barang Milik Negara dan PT Asuransi Jasa Indonesia selaku perusahaan yang terlibat
dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
pengasuransian barang milik negara telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Satuan kerja yang jumlahnya
cukup banyak membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mampu untuk
mengikutsertakan seluruh gedung bangunan satuan kerja dalam asuransi Barang Milik Negara.

985 | Page


https://dinastirev.org/JMPIS
https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:akuitufauzi@gmail.com
mailto:dwi.martani@gmail.com
mailto:akuitufauzi@gmail.com

https://dinastirev.org/JMPIS, Vol. 6, No. 2, Februari 2025

Kata Kunci: Gedung Bangunan, Asuransi Barang Milik Negara, Kementerian Hukum Dan

IHak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 (10)
menyebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Gedung bangunan merupakan salah
satu barang milik negara berupa aset tetap yang digunakan dalam operasional pemerintahan.
Nilai kerugian ekonomis atas terjadinya suatu bencana sangatlah besar. Hal ini apabila bencana
tersebut berdampak terhadap pelayanan publik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk salah satu kementerian yang
bertugas dalam menjalankan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah masih
memegang peranan yang cukup besar dalam penanganan kerugian akibat bencana. Kerugian
tersebut berasal dari rendahnya kualitas infrastruktur dan pembiayaan kebencanaan yang
berfokus pada penanganan pasca terjadinya suatu bencana (Ampri, 2019). Akibat besarnya
dana yang di perlukan dalam mengatasi kerugian yang di timbulkan, Pemerintah membentuk
sistem khusus yang dapat mengurangi beban yang di tanggung dalam penanggulangan resiko
bencana.

Salah satu bentuk mitigasi resiko tersebut adalah melakukan transfer atas kerugian akibat
bencana dengan pihak swasta melalui asuransi (Triono 2017). Hasil penelitian Aalimah (2020)
menyatakan bahwa pemerintah telah menyelenggarakan asuransi atas Barang Milik Negara
yang dimiliki sebagaimana diatur dalam PMK 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian
Barang Milik Negara. Peraturan ini diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik
Negara.

Asuransi atas Barang Milik Negara berupa gedung bangunan di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia diperlukan karena beberapa hal. Pertama adalah nilai Gedung Bangunan
yang nilainya terus meningkat. Berdasar Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Audited Tahun 2023, nilai Gedung Bangunan mengalami peningkatan dari
tahun 2022 sebesar Rp14.080.130.257.078 menjadi Rp15.174.492.376.382 pada tahun 2023.
Selanjutnya adalah risiko yang di hadapi oleh Gedung Bangunan itu sendiri. Bencana
kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang mengakibatkan seluruh
bangunan yang terdapat pada salah satu blok tahanan hangus terbakar. Kerugian atas kebakaran
ini di taksir mencapai Rp 1,5 miliar.

Tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas
permasalahan yang dihadapi atas pengasuransian Barang Milik Negara-Gedung Bangunan
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Penelitian dengan pendekatan studi kasus bertujuan mempelajari secara intensif tentang suatu
fenomena tertentu (Creswell, 2018). Menurut Ellet (2018), studi kasus merupakan skenario
yang menggambarkan secara mendalam atas suatu atas suatu objek baik individu, perusahaan,
negara, strategi maupun kebijakan sebelum suatu keputusan dibuat dan suatu tindakan
dilakukan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan menggunakan wawancara semi
terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti dan narasumber dapat melakukan
eksplorasi atau pendalaman terhadap pertanyaan, jawaban dan opini (Creswell, 2018).

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun
sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut kemudian dikembangkan untuk disesuaikan dengan
tujuan dan rumusan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan mendapatkan
informasi dan konfirmasi atas penyelenggaraan pengasuransian Barang Milik Negara. Adapun
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narasumber wawancara diantaranya Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan
Barang Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian/Lembaga lain yang sudah menerapkan asuransi Barang Milik Negara yaitu
Kementerian Koperasi dan UKM, Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial, Direktorat
Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan dan perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium yaitu PT Asuransi Jasa
Indonesia (Jasindo).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa
asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,
yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu
peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan
aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh
individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat ekonomi di masa
depan. Aset negara berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
merupakan output dari pertumbuhan ekonomi dan potensi daya saing suatu negara (Park, S et
al. 2016).

Objek Penelitian dan

Metodologi Hasil Penelitian

No Referensi

1. Riyanto a. Barang Milik Negara a. berdasar analisis produktivitas, tingkat
dan Berupa Gedung produktivitas gedung perkantoran swasta
Purnomo Perkantoran di Kawasan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
(2019) Komersial gedung perkantoran pemerintah;

b. Kuantitatif b. berdasar analisis shareholder, gedung
perkantoran pemerintah yang berada di
kawasan bisnis tidak berfungsi maksimal
dalam pelayanan terhadap stakeholder
yang berada di kawasan tersebut;

c. pengembangan tertinggi dan terbaik atas
lahan pemerintah yang berada di Jalan MH
Thamrin adalah dikembangkan sebagai
gedung mixused berupa hotel pertokoan
ritel 22 lantai.

2. Aliimah a. Kementerian/Lembaga a. Asuransi atas Barang Milik Negara
(2020) Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh konsorsium dengan
b. Kualitatif Deskriptif didasarkan pada perjanjian kerjasama
kontrak payung penyediaan jasa asuransi
Barang Milik Negara;
b. Menggunakan polis standar Asuransi
Barang Milik Negara yang telah disetujui
oleh Otoritas Jasa Keuangan;
c. penyelesaian klaim dalam bentuk uang
tunai yang disetorkan ke Kas Negara.

3. Adiarto a. Penyelesaian Klaim Klaim asuransi berbentuk uang tunai dan
(2021) Asuransi  Barang Milik menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Negara Adapun penggunaannya seizin dari Menteri

b. Deskriptif Kualitatif Keuangan.

Sumber: Penulis (2024)
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Dalam penyusunan penelitian, digunakan penelitian terdahulu yang mendukung
penelitian terkait asuransi Barang Milik Negara. Pada penelitian tentang efektivitas Barang
Milik Negara berupa gedung bangunan yang berada di kawasan perkantoran di Jakarta, gedung
bangunan yang berada di Jalan MH Thamrin Jakarta lebih efektif pemanfaatannya apabila
digunakan sebagai gedung mixused yang memadukan gedung perkantoran dan perhotelan
(Purnomo, et al 2019). Sedangkan terkait asuransi atas gedung bangunan, penelitian yang
dilakukan Aalimah (2020) menyebutkan bahwa penyelenggaraan asuransi atas Barang Milik
Negara berdasar pada perjanjian kerjasama dengan konsorsium penyedia jasa asuransi dengan
polis standar yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terkait untuk klaim asuransi,
penyelesaiannya berbentuk uang tunai dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Adiarto,
2021).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan Asuransi Barang Milik Negara:

Siklus  Pengelolaan  Barang pengamanan Barang Milik Negara;
Milik Negara: <:> o kepastian keberlangsungan
o pengamanan dan pelayanan umum;

pemeliharaan; o kelancaran tugas dan  fungsi

o mempertimbangkan kemampuan

penyelenggaraan pemerintah, dan
keuangan negara.

Evaluasi Analisis dan
o Implementasi Identifikasi
<:| o kendala

pengasuransian
pengasuransian

4

memberikan rekomendasi
kebijakan untuk meningkatkan
efektivitas proses pengasuransian

Gambar Kerangka Penelitian
Sumber: Penulis (2024)

Optimalisasi dalam pengelolaan atas aset negara dapat dicapai dengan terpenuhinya
tingkat layanan yang diharapkan, risiko atas kepemilikan Barang Milik Negara yang terkelola
dengan baik untuk memastikan keberlangsungan pemberian layanan kepada masyarakat,
dilakukannya pengawasan dan peningkatan pelayanan, serta keberlanjutan atas penggunaan
aset yang ada. Perlindungan atas Barang Milik Negara menjadi kebutuhan penting sebagai
bagian dari upaya mitigasi atas risiko bencana. Pengamanan atas barang milik negara dilakukan
agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berlangsung. Diperlukan pengamanan atas
barang milik negara dalam bentuk asuransi. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian
Barang Milik Negara yang dapat digunakan sebagai dasar pengasuransian BMN.
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Pengasuransian atas Barang Milik Negara dilaksanakan untuk pengamanan, kepastian
keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan Kkelancaran tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara disebutkan bahwa BMN yang
menjadi objek asuransi adalah BMN berupa gedung dan bangunan. Gedung bangunan menjadi
objek asuransi dikarenakan mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau
hilang. Selain itu, gedung bangunan juga berperan dalam menunjang kelancaran tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Kementerian/Lembaga
Kementerian Kementerian . .
No Pertanyaan Hukum dan Hak | Koperasi dan \P(<u ° dr;llisail Ki{gﬁizan
Asasi Manusia UKM
1 | pengamanan atas | telah dilaksanakan | tidak tidak tidak
barang milik negara ditanyakan ditanyakan ditanyakan
2 | informasi tentang | mengetahui mengetahui mengetahui mengetahui
asuransi barang milik
negara
3 | pentingnya asuransi | perlu perlu perlu perlu
barang milik negara
4 | objek asuransi barang | gedung bangunan | gedung gedung gedung
milik negara bangunan bangunan bangunan
5 | kendala a. banyaknya nilai taksiran | keterlambatan | nilai taksiran
jumlah satuan | yang berbeda | dalam dari Risk
kerja dari  masing- | pengajuan Adjuster
b. keterbatasan masing Risk | asuransi atas | yang tidak
anggaran Adjuster gedung sesuai
c. pemahaman bangunan
dari pelaksana
yang tidak
sama tentang
asuransi
d. nilai taksiran
kerugian dari
Risk Adjuster
yang rendah

Dari pelaksanaan wawancara terhadap instansi perumus kebijakan kekayaan negara yaitu
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait alasan yang mendasari adanya kebijakan asuransi,
diperoleh penjelasan bahwa dasar dilakukannya asuransi Barang Milik Negara adalah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan
asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara tertentu dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Peraturan tersebut kemudian didefinisikan
kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian
Barang Milik Negara. Alasan lain adanya kebijakan asuransi Barang Milik Negara adalah
posisi Indonesia yang berisiko rawan bencana. Berdasarkan data dari Indeks Risiko Bencana
tahun 2022, tidak ada kabupaten/kota yang bebas dari ancaman bencana. Dari 514
kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 192 kabupaten/kota terletak di daerah rawan bencana
dengan risiko yang tinggi dan kabupaten/kota sisanya dengan risiko sedang (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, 2023).
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Selanjutnya untuk jasa asuransi, PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) terlibat dalam jasa
asuransi melalui Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN). Konsorsium terdiri
dari 50 perusahaan asuransi dan 6 perusahaan reasuransi. Dalam wawancara disebutkan bahwa
PT Jasa Asuransi Indonesia selain sebagai ketua konsorsium, perusahaan juga bertindak
sebagai penerbit polis. Apabila dari pengguna jasa asuransi akan mengajukan klaim,
laporannya dikirimkan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia dengan masa maksimal pelaporan
adalah 30 hari. Laporan klaim harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung klaim
termasuk dokumentasi peristiwa dan dokumen pendukung lain yang diperlukan dalam
pengajuan klaim.

Asuransi Barang Milik Negara menjadi hal yang penting bagi Kementerian/Lembaga.
Kementerian/Lembaga. Keempat Kementerian/Lembaga yang diwawancara menaruh
perhatian yang lebih terhadap pengamanan Barang Milik Negara. Hal ini dikarenakan terdapat
manfaat yang diperoleh Kementerian/Lembaga dari pelaksanaan asuransi. Dengan
diterapkannya asuransi, Kementerian/Lembaga terhindar dari risiko kerugian atas kehilangan
atau kerusakan atas aset. Risiko dari kerugian tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan
asuransi. Selain itu, Kementerian/Lembaga sepakat bahwa yang menjadi objek asuransi adalah
gedung bangunan. Hal ini sesuai dengan objek asuransi Barang Milik Negara sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019
tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Dalam pelaksanaan asuransi, Kementerian/Lembaga juga menghadapi kendala
pengasuransian. Ketika ditanyakan terkait kendala pengasuransian, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa kementerian menghadapi kendala terkait banyaknya
jumlah satuan kerja yang dimiliki. Selaras dengan satuan kerja yang jumlahnya 1.163 satuan
kerja, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus menyediakan anggaran yang
memadai untuk asuransi. Kementerian tidak mampu untuk menyediakan anggaran yang cukup
dalam pelaksanaan asuransi ini. Selain itu, pelaksana pengasuransian pada satuan kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak seluruhnya memiliki pemahaman yang
sama terkait asuransi. Pelaksana mengetahui tentang pengasuransian hanya dari surat edaran
yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan penilai kerugian (risk adjuster) yang merupakan perpanjangan tangan
dari perusahaan asuransi dalam melakukan tindak lanjut klaim asuransi, 3 (tiga)
Kementerian/Lembaga memiliki kendala yang sama. Kendala dari Kejaksaan Agung kepada
risk adjuster berkaitan dengan rendahnya nilai taksiran kerugian yang diajukan. Sedangkan
untuk pertanyaan yang sama kepada Komisi Yudisial, kendala yang dihadapi adalah adanya
keterlambatan dari institusi dalam mengajukan permohonan pengasuransian. Keterlambatan ini
berakibat masa periode perlindungan Barang Milik Negara tidak dapat penuh dalam satu tahun
pengasuransian.

KESIMPULAN

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia telah melakukan pengamanan terhadap aset negara beserta mitigasi resikonya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pengamanan berupa
pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Adapun pengamanan aset dalam bentuk fisik
berupa tanda kepemilikan, plang tanah, pagar, kawat dan taman. Bentuk pengamanan aset
lainnya berupa pengamanan administratif yaitu pencatatan aset pada aplikasi SAKTI.
Sedangkan pencatatan aset dalam bentuk sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional merupakan bentuk pengamanan aset secara hukum.

Bentuk pengamanan lainnya dari pengamanan aset negara adalah asuransi. Untuk itu,
pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut,
gedung bangunan menjadi objek dari asuransi. Gedung dan bangunan dipilih untuk menjadi
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objek asuransi karena aset tersebut memiliki dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak
atau hilang serta turut andil dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu instansi
pemerintah telah menerapkan perlindungan atas gedung dan bangunan yang dimiliki melalui
asuransi. Nilai aset gedung bangunan milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi alasan diperlukannya asuransi.

Usulan atas objek yang akan diasuransikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Jenderal. Adapun Biro Umum Sekretariat Jenderal menjadi pengampu
untuk pengadaan jasa asuransinya. Masing-masing unit dari 11 unit (sebelas) Eselon | yang
dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun surat usulan
pengasuransian Barang Milik Negara. Surat tersebut berisikan kodefikasi barang dan identitas
lainnya menyangkut aset, nilai perolehan, risiko penggunaan dan fungsi BMN, jangka waktu
asuransi, besaran premi, dan pertimbangan yang berisikan penjelasan singkat tentang latar
belakang diusulkannya pengasuransian atas gedung bangunan yang dimiliki.

Penerapan pengasuransian barang milik negara juga menjadi salah satu kriteria dalam
Indeks Pengelolaan Aset. Hal ini turut serta mengakselerasi penerapan asuransi pada
Kementerian/Lembaga termasuk didalamnya. Keterbatasan anggaran tidak memungkinkan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikutsertakan seluruh satuan kerja
yang tersebar di seluruh provinsi dalam asuransi. Atas hal tersebut, objek yang diasuransikan
terbatas pada gedung bangunan utama yang dimiliki oleh Eselon | dan Kantor Wilayah. Selain
jumlah objek asuransi, terdapat perbedaan periode pertanggungan pada setiap tahunnya.
Perbedaan masa pertanggungan ini diakibatkan oleh periode penggunaan anggaran yang
bersumber dari APBN yang berbeda setiap tahunnya. Jumlah objek dan masa pertanggungan
ini berakibat kepada jumlah premi yang harus dibayarkan setiap tahunnya kepada konsorsium
asuransi.

Berkaitan dengan penerapan asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga
lain yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung,
seluruhnya telah menerapkan asuransi terhadap Barang Milik Negara yang berupa gedung
bangunan. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga telah memahami pentingnya akan
perlindungan terhadap aset vyang dimiliki. Akan tetapi dalam pelaksanaan,
Kementerian/Lembaga menghadapi kendala yang beragam. Terdapat kementerian yang
mengalami kendala dengan rendahnya nilai yang ditawarkan oleh penilai risiko. Selain itu,
personil penilai risiko yang berganti-ganti dalam menilai kerugian aset juga memberikan
hingga nilai yang berbeda untuk masing-masing personil penilai. Selanjutnya kendala terdapat
pada adanyua keterlambatan pendaftaran objek asuransi yang berakibat terhadap berkurangnya
periode perlindungan asuransi.
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